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Abstrak

Gadai emas adalah salah satu bentuk utang piutang berbasis kepercayaan dari orang yang
berpiutang, dimana terdapat orang yang menggadaikan barangnya berupa emas perhiasan
maupun logam mulia sebagai jaminan dari sebuah hutang, tetapi barang jaminan tersebut tetap
menjadi milik yang menggadaikan.Penelitian ini dilakukan dengan rumusan masalah
“Bagaimanakah implementasi Gadai Emas Syariah dengan akad Rahn sebagai alternatif
pembiayaan pada masyarakat non bank, dengan pokok kajian (1) Dasar hukum Gadai Emas
Syariah sebagai pembiayaan, (2) Syarat dan prosedur pembiayaan melalui akad Rahn, serta (3)
Hak dan kewajiban para pihak pada akad Gadai Emas Syariah.Dari hasil penelitian diketahui :
(1) Dasar Hukum (a) Kitab Undang-Undang Hukum Perdata sebagai dasar Hukum Gadai, (b)
Al-Qur’an dan Al-Hadits, (c) Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia
(MUI) tentang Rahn, (2) Syarat dan prosedur pegadaian syariah dengan akad Rahn adalah (a)
Pihak penggadai mendatangi langsung lembaga pegadaian dengan membawa barang emas
seberat 10,2 gram, (b) Pihak pegadaian menaksir barang emas perhiasan 24 karat dengan nilai
sebesar 22 karat, (c) Taksiran barang emas perhiasan sebagai jaminan dihitung oleh Pegadaian
Syariah lebih rendah 12% dari harga pasar emas perhiasan, (d) Pihak Pegadaian Syariah
menetapkan margin ujrah setiap 10 hari sebesar Rp 7.300,- untuk marhun bih Rp.1.000.000,-
dan maksimal tempo penebusan yang ditetapkan adalah 120 hari (4 bulan), (e) Pihak pegadaian
syariah menyerahkan dana pembiayaan kepada pemberi gadai, (f) Diberikan kemudahan untuk
dapat menebus barang gadai setiap saat namun harus sesuai dengan syarat dan ketentuan yang
berlaku, (g) Dana pembiayaan dikembalikan kepada pihak Pegadaian Syariah pada saat jatuh
tempo dan barang gadai dikembalikan kepada pemberi gadai, (h) Jika pemberi gadai gagal
mengembalikan dana pembiayaan pada saat jatuh tempo dan tidak memperpanjang akadnya
maka dilakukan proses lelang/eksekusi terhadap barang gadai, (3) Hak dan kewajiban secara
spesifik ditetapkan dalam akad dimana akad Rahn diikuti dengan akad ljarah guna penyewaan
tempat penitipan barang emas. Poses akad berlangsung cepat dan mudah. Gadai syariah pada
Pegadaian Syariah dengan akad Rahn memiliki sifat tolong menolong dengan menguntungkan
para pihak. Pelayanan yang baik, syarat dan prosedur yang tidak berbelit, kepercayaan yang
tinggi dari masyarakat membuat lembaga ini diminati masyarakat sebagai alternatif
pembiayaan syariah.

Kata kunci: gadai emas syariah, ar-rahn, akad, ijarah, hak dan kewajiban
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LATAR BELAKANG
Menyimpan emas, baik emas dalam bentuk perhiasan maupun logam mulia sebagai sarana

investasi telah menjadi budaya pada masyarakat Melayu khususnya Indonesia. Kebudayaan
inilah yang kemudian dirangkul olen PT.Pegadaian (Persero) sebagai peluang untuk membantu
pembiayaan masyarakat melalui akad Ar-Rahn.

Gadai atau Rahn adalah salah satu bentuk perjanjian utang piutang berbasis kepercayaan dari
orang yang berpiutang, dimana orang yang berhutang menggadaikan barangnya sebagai jaminan
atas hutangnya. Dalam hal ini, barang jaminan tetap menjadi milik orang yang menggadaikan
namun tetap dalam penguasaan penerima gadai.

Dalam perkembangan bernegara saat ini telah lahir pula Pegadaian Syariah. Pegadaian Syariah
yang merupakan cabang atau unit layanan usaha di bawah PT. Pegadaian (Persero) (Pegadaian)
adalah lembaga keuangan hasil kerjasama antara PT.Bank Muamalat Indonesia, Tbk (BMI)
dengan Pegadaian. Berdirinya Pegadaian Syariah ini didasarkan atas perjanjian musyarakah
dengan sistem bagi hasil antara Pegadaian dengan BMI untuk tujuan melayani nasabah kedua
lembaga tersebut yang ingin memanfaatkan jasa layanan gadai yang berdasarkan kepada prinsip
syariah. Dalam perjanjian No0.446/SP300.233/2002 dan No0.015/BMI/PKS/XI1/2002 tertanggal
20 Desember 2002, BMI memberikan modal atau pembiayaan bagi pendirian Pegadaian Syariah
di seluruh Indonesia. Sedangkan Pegadaian merupakan pihak yang menjalankan segala bentuk
kegiatannya, mulai dari mempersiapkan Sumber Daya Manusia, manajemen, serta kegiatan
operasional lainnya.

Menurut Peraturan Pemerintah No0.103 tahun 2000, Pegadaian memiliki status sebagai Badan
Usaha Milik Negara (BUMN) yang diberi tugas dan kewenangan untuk menyelenggarakan usaha
menyalurkan uang pinjaman atas dasar Hukum Gadai (Pasal 3 ayat 1). Selanjutnya, Pegadaian
berkedudukan dan berkantor pusat di Jakarta (Pasal 4) serta didirikan untuk jangka waktu yang
tidak ditentukan (Pasal 5). Sifat usaha dari Pegadaian ini sendiri adalah menyediakan pelayanan
bagi kemanfaatan umum dan sekaligus memupuk keuntungan berdasarkan prinsip pengelolaan
perusahaan (Pasal 6).

Atas dasar fungsi dan peran yang telah diamanahkan oleh Peraturan Pemerintah terhadap
Pegadaian tersebut maka penelitian ini dilakukan. Pegadaian Syariah diasumsikan dapat menjadi
salah satu alternatif pembiayaan pada masyarakat yang bersifat non bank serta menerapkan
prinsip-prinsip syariah yang menjadi pertimbangan oleh masyarakat yang khususnya berasal dari
kalangan muslim yang senantiasa mengutamakan prinsip-prinsip syariah dalam menjalankan
aktivitasnya sehari-hari.

TINJAUAN PUSTAKA
Menurut Hari Saherodji, gadai adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang
bergerak yang diberikan kepadanya oleh debitur atau orang lain atas hamanya, untuk menjamin
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suatu hutang dan yang memberikan kewenangan kepada kreditur untuk mendapat pelunasan dari
barang tersebut lebih dulu dari kreditur lainnya, kecuali biaya-biaya melelang barang dan biaya
untuk memelihara benda tersebut telah dikeluarkan, biaya mana harus didahulukan. Lebih lanjut,
Muhammad Syafi’i Antonio mengemukakan definisi gadai atau ar-rahn sebagai menahan salah
satu harta milik si peminjam sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya. Barang yang
ditahan tersebut memiliki nilai ekonomis. Jika gadai atau rahn diartikan sebagai menahan harta
milik si peminjam, maka pihak yang menahan atau penerima gadai atau murtahin memperoleh
jaminan untuk dapat mengambil kembali seluruh atau sebagian piutangnya.

Pengertian gadai (rahn) yang dikemukakan oleh Zainudin Ali adalah menahan barang jaminan
yang bersifat materi milik si peminjam (rahin) sebagai jaminan atas pinjaman yang diterimanya,
dan barang yang diterima tersebut bernilai ekonomis, sehingga pihak yang menahan (murtahin)
memperoleh jaminan untuk mengambil kembali seluruh atau sebagian utangnya dari barang
gadai dimaksud, bila pihak yang menggadaikan tidak dapat membayar utang pada waktu yang
telah ditentukan. Kata gadai sendiri dalam bahasa Arab disebut rahn yang artinya tetap atau
lestari atau al-habsu yang artinya menahan.

METODE PENELITIAN

Jenis penelitian yang digunakan adalah penelitian hukum normatif empiris (applied normative
law), yaitu penelitian hukum mengenai pemberlakuan atau implementasi ketentuan hukum
normatif (in abstracto) pada peristiwa hukum (in concreto) dalam gadai syariah. Tipe penelitian
yang digunakan adalah tipe penelitian deskriptif-analitis, memaparkan dan menggambarkan
secara jelas, lengkap dan terperinci mengenai gadai emas syariah. Pendekatan masalah yang
digunakan dalam penelitian ini adalah normatif analitis perbandingan hukum (comparative legal
system approach), sedangkan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder
dengan bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder, meliputi bahan-bahan hukum yang
berkaitan dengan dokumen-dokumen, referensi maupun literatur lainnya yang berkaitan dengan
gadai syariah, serta bahan hukum tersier, meliputi bahan hukum yang memberikan petunjuk
maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder. Metode
pengumpulan data yang dipergunakan dalam penulisan ini adalah studi kepustakaan dan studi
dokumen.

HASIL PENELITIAN IMPLEMENTASI GADAI EMAS SYARIAH

Dasar Hukum

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

Pengertian gadai menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (Burgerlijk Wetboek voor
Indonesie) 1l Bab XX Pasal 1150 adalah suatu hak yang diperoleh kreditur atas suatu barang
bergerak, yang diserahkan kepadanya oleh debitur, atau oleh kuasanya, sebagai jaminan atas
utangnya, dan yang memberi wewenang kepada kreditur untuk mengambil pelunasan piutangnya
dan barang itu dengan mendahului kreditur-kreditur lain; dengan pengecualian biaya penjualan
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sebagai pelaksanaan putusan atas tuntutan mengenai pemilikan atau penguasaan, dan biaya
penyelamatan barang itu, yang dikeluarkan setelah barang itu sebagai gadai yang harus
didahulukan. Hal tersebut kemudian yang menjadi dasar bagi Hukum Gadai.

Al Qur’an dan Al-Hadits
Dasar hukum implementasi gadai emas syariah dalam Al-Qur’an adalah Surat Al-Bagarah ayat
283 yang berbunyi :

“Jika kamu dalam perjalanan (dan bermu’amalah tidak secara tunai) sedang kamu tidak
memperoleh seorang penulis, maka hendaklah ada barang tanggungan yang dipegang (oleh yang
berpiutang).”

Kalimat barang tanggungan yang dipegang tersebut diartikan sebagai barang gadai. Sedangkan
Aisyah ra. berkata :

”Sesungguhnya Rasulullah SAW pernah membeli makanan dengan berhutang dari seorang
Yahudi, dan Nabi menggadaikan sebuah baju besi kepadanya.”
(HR. al-Bukhari dan Muslim)

Dari Abu Hurairah ra., Nabi SAW bersabda :

“Tidak terlepas kepemilikan barang gadai dari pemilik yang menggadaikannya. Ia memperoleh
manfaat dan menanggung resikonya. ”
(HR. Nabi Riwayat al-Syafi’i, al-Daraquthni dan Ibnu Majah).

Selanjutnya, dari Abu Hurairah, Nabi Muhammad SAW juga bersabda:

“Tunggangan (kendaraan) yang digadaikan boleh dinaiki dengan menanggung biayanya dan
binatang ternak yang digadaikan dapat diperah susunya dengan menanggung biayanya. Bagi
yang menggunakan kendaraan dan memerah susu tersebut wajib menanggung biaya perawatan
dan pemeliharaan.”

(HR. Jama’ah, kecuali Muslim dan al-Nasa’i).

Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI)

Pembiayaan dengan akad rahn di dasarkan pada fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis
Ulama Indonesia (MUI). Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) No. 25/DSN-MUI/111/2002 dan
No. 26/DSN-MUI/111/2002 tentang Rahn Emas menetapkan :

1. Rahn Emas dibolehkan berdasarkan prinsip Rahn.
2. Ongkos dan biaya penyimpanan barang (marhun) ditanggung oleh penggadai (rahin).
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3. Ongkos sebagaimana dimaksud ayat 2 besarnya didasarkan pada pengeluaran yang nyata-
nyata diperlukan.
4. Biaya penyimpanan barang (marhun) dilakukan berdasarkan akad ljarah.

Syarat dan Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah

Syarat menurut Fatwa Dewan Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia

Diperbolehkannya pembiayaan gadai emas dengan akad rahn didasarkan pada fatwa Dewan
Syariah Nasional Majelis Ulama Indonesia No0.25/DSN-MUI/111/2002 dan No.26/DSN-
MUI/111/2002 yang menyatakan bahwa pinjaman dengan menggadaikan barang sebagai jaminan
utang dalam bentuk rahn dibolehkan dengan ketentuan sebagai berikut :

a. Syarat Umum

1. Murtahin (penerima barang) mempunyai hak untuk menahan Marhun (barang) sampai
semua utang Rahin (yang menyerahkan barang) dilunasi.

2. Marhun dan manfaatnya tetap menjadi milik Rahin. Pada prinsipnya, Marhun tidak boleh
dimanfaatkan oleh Murtahin kecuali seizin Rahin, dengan tidak mengurangi nilai Marhun
dan pemanfaatannya itu sekedar pengganti biaya pemeliharaan perawatannya.

3. Pemeliharaan dan penyimpanan Marhun pada dasarnya menjadi kewajiban Rahin, namun
dapat dilakukan juga oleh Murtahin, sedangkan biaya dan pemeliharaan penyimpanan tetap
menjadi kewajiban Rahin.

4. Besar biaya pemeliharaan dan penyimpanan Marhun tidak boleh ditentukan berdasarkan
jumlah pinjaman.

5. Penjualan Marhun :

i. Apabila jatuh tempo, Murtahin harus memperingatkan Rahin untuk segera melunasi
utangnya.
ii. Apabila Rahin tetap tidak dapat melunasi utangnya, maka Marhun dijual
paksa/dieksekusi melalui lelang sesuai syariah.
iii. Hasil penjualan Marhun digunakan untuk melunasi utang, biaya pemeliharaan dan
penyimpanan yang belum dibayar serta biaya penjualan.
iv. Kelebihan hasil penjualan menjadi milik Rahin dan kekurangannya menjadi kewajiban
Rahin.
b. Syarat Penutup
1. Jika salah satu pihak tidak menunaikan kewajibannya atau jika terjadi perselisihan di
antara kedua belah pihak, maka penyelesaiannya dilakukan melalui Badan Arbitrase
Syari’ah setelah tidak tercapai kesepakatan melalui musyawarah.

2. Fatwa ini berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan jika di kemudian hari

ternyata terdapat kekeliruan akan diubah dan disempurnakan sebagaimana mestinya.

Syarat Sah Akad Gadai Emas menurut Perspektif Islam
Syarat-syarat gadai dalam Islam yaitu :

Harus terdapat sighat .

Harus terdapat pihak-pihak yang berakad.

Para pihak telah cakap menurut hukum.

Harus ada benda emas yang digadaikan (marhun).
Harus ada pembiayaan (marhun bih).

orwdPE
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Prosedur Pembiayaan Gadai Emas Syariah dengan Akad Rahn N0.60692-17-02XXXXXXX
Prosedur Akad Rahn sebagai berikut :

1.

N

Pemberi gadai (rahin) mendatangi kantor cabang Pegadaian Syariah untuk menjaminkan
barang emas (marhun) seberat 10,2 gram sebesar 24 karat kepada Pegadaian Syariah agar
dapat memperoleh pembiayaan.

Pihak Pegadaian Syariah menaksir barang emas 24 karat dengan nilai sebesar 22 karat.

. Pihak Pegadaian Syariah menaksir barang emas sebagai jaminan dengan perhitungan lebih

rendah 12% dari harga pasar emas perhiasan.
Pihak Pegadaian Syariah menetapkan margin ujrah setiap 10 hari sebesar Rp.7.300,- untuk
marhun bih Rp.1.000.000,-.

. Pegadaian Syariah dan pemberi gadai (rahin) menyepakati akad gadai berbentuk Rahn. Akad

ini meliputi jumlah pinjaman, pembebanan biaya jasa simpanan (ijarah) dan biaya
administrasi. Jatuh tempo pengembalian pembiayaan yaitu 120 hari (4 bulan).

. Pegadaian Syariah memberikan pembiayaan atau jasa yang dibutuhkan nasabah sesuai

kesepakatan.

. Pemberi gadai (rahin) menebus barang yang digadaikan setelah jatuh tempo. Apabila pada

saat jatuh tempo belum dapat mengembalikan uang pinjaman, dapat diperpanjang satu kali
masa jatuh tempo, demikian seterusnya. Apabila pemberi gadai (rahin) tidak dapat
mengembalikan uang pinjaman dan tidak memperpenjang akad gadai, maka Pegadaian
Syariah dapat melakukan kegiatan pelelangan dengan menjual barang tersebut untuk melunasi
pinjaman.

. Pegadaian Syariah mengembalikan emas yang digadaikan (marhun) kepada pemiliknya yaitu

pemberi gadai (rahin).

. Diberikan kemudahan untuk dapat menebus barang gadai setiap waktu dengan syarat dan

ketentuan yang berlaku.

Pembiayaan atas dasar Hukum Gadai Syariah (Rahn) yaitu berupa penyerahan barang gadai oleh
pemberi gadai (rahin) untuk mendapatkan pinjaman yang jumlahnya ditentukan oleh nilai emas
yang digadaikan.

1.

Penaksiran nilai barang, yaitu bahwa Pegadaian Syariah memberikan jasa penaksiran atas
nilai suatu barang yang dilakukan oleh calon pemberi gadai (rahin). Jasa ini diberikan karena
biasanya lembaga Pegadaian Syariah mempunyai alat penaksir yang keakuratannya dapat
dihandalkan.

Pegadaian Syariah juga menyelenggarakan jasa penyewaan (ijarah) tempat penitipan barang
untuk alasan keamanan. Usaha ini dapat dijalankan karena Pegadaian Syariah menyediakan
tempat atau gudang penyimpanan yang memadai. Untuk hal ini diperlukan juga akad ijarah.

Dengan demikian sebuah pembiayaan gadai emas dengan akad rahn akan diikuti dengan akad
ijarah atau akad jasa penitipan emas.

751



5th South East Asia International Islamic Philanthropy Conference 2017 (5" SEAIIPC2017), 14-16 February 2017

Hak dan Kewajiban Para Pihak

Sebagai akibat hukum adanya perjanjian rahn adalah munculnya hak dan kewajiban yang
bersifat mengikat para pihak. Secara umum, hak dan kewajiban yang terdapat dalam Perjanjian

Gadai Emas adalah sebagai berikut :

Hak dan Kewajiban Penerima Gadai (Murtahin)

Penerima Gadai (Murtahin)

Hak

Kewajiban

1. Murtahin mendapatkan biaya administrasi yang
telah dikeluarkan untuk menjaga keselamatan
harta benda gadai (marhun).

2. Murtahin mempunyai hak menahan marhun
sampai semua hutang (marhun bih) dilunasi.

3. Murtahin berhak menjual marhun apabila rahin
pada saat jatuh tempo tidak dapat memenuhi
kewajiban. Hasil penjualan diambil sebagian
untuk melunasi marhun bih dan sisanya
dikembalikan kepada rahin.

1. Murtahin bertanggung jawab atas hilang atau
merosotnya harga marhun bila itu disebabkan
oleh kelalaian.

2. Murtahin tidak boleh menggunakan marhun
untuk kepentingan pribadinya.

3. Murtahin berkewajiban memberikan informasi
kepada rahin sebelum mengadakan pelelangan
harta benda gadai.

Hak dan Kewajiban Pemberi Gadai (Rahin)

Pemberi Gadai (Rahin)

Hak

Kewajiban

1. Rahin berhak mendapatkan pembiayaan dan
atau jasa penitipan.

2. Rahin berhak menerima kembali harta benda
yang digadaikan setelah melunasi hutangnya.

3. Rahin berhak menuntut ganti rugi atas kerusakan
dan atau hilangnya harta benda yang digadaikan.

4. Rahin berhak menerima sisa hasil penjualan
harta benda gadai yang sudah dikurangi biaya
pinjaman dan biaya-biaya lainnya.

5. Rahin berhak meminta kembali harta benda
gadai jika diketahui adanya penyalahgunaan.

1. Rahin berkewajiban melunasi marhun bih yang
telah diterimanya dalam tenggang waktu yang
telah ditentukan, termasuk biaya lain yang
disepakati.

2. Pemeliharaan marhun pada dasarnya menjadi
kewajiban rahin. Namun jika dilakukan oleh
murtahin, maka biaya pemeliharaan tetap
menjadi  kewajiban  rahin. Besar biaya
pemeliharaan tidak boleh ditentukan berdasarkan
jumlah pinjaman.

3. Rahin  berkewajiban merelakan  penjualan
marhun bila dalam jangka waktu yang telah
ditetapkan ternyata tidak mampu melunasi
pinjamannya.

Hak dan Kewajiban pada Akad N0.60692-17-02XXXXXXX

Hak dan Kewajiban pada Akad Rahn

Hak dan kewajiban yang diatur dalam akad rahn terdiri atas hal-hal sebagai berikut :

1. Rahin menerima dan setuju terhadap uraian Marhun, penetapan taksiran Marhun, Marhun
Bih, Tarif Ujrah, biaya administrasi yang tertera pada Surat Bukti Rahn atau Nota Transaksi
(struk) sebagai tanda bukti yang sah penerima Marhun Bih.

Barang emas yang digadaikan berupa gelang keroncong tak bersurat seberat 10,2 gram yang
ditaksir dengan nilai 22 karat meskipun nilai emas versi toko emas adalah 24 karat.
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. Marhun adalah milik Rahin, milik pihak lain yang dikuasakan kepada Rahin dan atau

kepemilikan sebagaimana Pasal 1977 KUH Perdata dan menjamin bukan berasal dari hasil
kejahatan, tidak dalam obyek sengketa dan atau sita jaminan.

. Marhun ditaksir oleh Pegadaian Syariah senilai Rp 4.568,214,- (Empat juta lima ratus enam

puluh delapan ribu dua ratus empat belas Rupiah).

. Pembiayaan (marhun bih) yang diajukan adalah Rp 1.000.000,- (Satu juta Rupiah)
. Maksimum tenggat waktu 120 hari.
. Ujrah per 10 hari adalah Rp 7.300,- (Tujuh ribu tiga ratus Rupiah) per 10 hari, dan maksimum

tenggat waktu adalah 120 hari. Apabila pelunasan akan dilakukan setelah 3 x 10 hari maka
total ujrah adalah Rp.7300,- x 3 = Rp 21.900,- (Dua puluh satu ribu sembilan ratus Rupiah).
Maka jumlah pelunasan adalah jumlah marhun bih + (3 x ujrah), sehingga total adalah
Rp.1.000.000,- + Rp. 21.900,- = Rp. 1.021.900,- (Satu juta dua puluh satu ribu sembilan ratus
Rupiah).

Hal-hal lain yang diatur dalam akad yaitu :

. Rahin menyatakan telah berhutang kepada murtahin dan berkewajiban untuk membayar

pelunasan Marhun Bih dan Ujrah dan biaya proses lelang (jika ada).

. Murtahin akan memberikan ganti kerugian apabila Marhun yang berada dalam penguasaan

Murtahin mengalami kerusakan atau hilang yang tidak disebabkan oleh suatu bencana alam
(Force Majeure) yang ditetapkan pemerintah. Ganti rugi diberikan setelah diperhitungkan
dengan Marhun Bih sesuai ketentuan penggantian yang berlaku di murtahin.

. Rahin dapat mengangsur Marhun Bih, minta tambah Marhun Bih, menebus sebagian Marhun

sebagai akad baru, sedangkan perpanjangan waktu (rescheduling) tetap menggunakan akad
lama yaitu dengan Taksiran dan Marhun Bih lama. Jika terjadi penurunan atau kenaikan nilai
taksiran Marhun, maka mengacu kepada ketentuan yang berlaku di Murtahin.

. Permintaan penundaan lelang dapat dilayani sebelum jatuh tempo dengan mengisi formulir

yang telah disediakan. Penundaan lelang dikenakan biaya sesuai ketentuan yang berlaku di
murtahin.

. Terhadap Marhun yang telah dilunasi dan belum diambil oleh Rahin sampai terhitung sejak

terjadinya tanggal pelunasan sampai dengan sepuluh hari tidak dikenakan jasa penitipan. Bila
telah melebihi sepuluh hari dari pelunasan, Marhun tetap belum diambil, maka Rahin sepakat
dikenakan jasa penitipan, besaran jasa penitipan sesuai dengan ketentuan yang berlaku di
Murtahin atau sebesar yang tercantum dalam Nota Transaksi (struk).

Apabila sampai dengan tanggal jatuh tempo tidak dilakukan pelunasan, menebus sebagian
Marhun, mengangsur Marhun Bih, penundaan lelang maka Murtahin berhak melakukan
penjualan (lelang) Marhun.

1.

Hasil penjualan lelang Marhun setelah dikurangi Marhun Bih, Ujrah, biaya proses lelang
(jika ada) dan bea lelang, merupakan kelebihan yang menjadi hak Rahin. Jangka waktu
pengambilan uang kelebihan selama satu tahun sejak tanggal laku lelang dan jika lewat dari
jangka pengambilan uang kelebihan, Rahin menyatakan setuju untuk menyalurkan uang
kelebihan lelang tersebut sebagai sedekah yang pelaksanaannya diserahkan kepada Murtahin.
Jika hasil penjualan lelang Marhun tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban Rahin berupa
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Marhun Bih, Ujrah, biaya proses lelang (jika ada) dan bea lelang maka Rahin wajib
membayar kekurangan tersebut.

Rahin dapat datang sendiri untuk melakukan minta tambah Marhun Bih, mengangsur
Marhun Bih, penundaan lelang, pelunasan, dan menerima Marhun dan menerima uang
kelebihan lelang atau dengan memberikan kuasa kepada orang lain dengan mengisi dan
membubuhkan tanda tangan pada kolom yang tersedia, dengan melampirkan fotokopi KTP
Rahin dan atau penerima kuasa serta menunjukkan asli KTP penerima kuasa.

Dalam hal Rahin atau kuasanya melakukan minta tambah Marhun Bih, pengambilan Marhun
dan pengambilan uang kelebihan lelang, maka hanya dilayani di Kantor Cabang/Unit
penerbit Surat Bukti Rahn.

Apabila Rahin meninggal dunia dan terdapat hak dan kewajiban terhadap Murtahin ataupun
sebaliknya, maka hak dan kewajiban tersebut dibebankan kepada ahli waris Rahin sesuai
dengan ketentuan waris dalam Hukum Republik Indonesia.

Rahin menyatakan tunduk dan mengikuti segala peraturan yang berlaku pada Murtahin
sepanjang ketentuan yang menyangkut Hutang Piutang dengan Akad Rahn.

Apabila terjadi perselisihan dikemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk
mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan akan diselesaikan melalui Pengadilan Agama
setempat.

Dari uraian di atas maka diketahui bahwa pembiayaan ini ketika hendak dilunasi tidak dikenakan
biaya bunga (rent), tetapi hanya dikenakan biaya penitipan emas.

Hak dan Kewajiban pada Akad ljarah

Setelah akad gadai emas rahn selesai maka pihak Pegadaian Syariah menindaklanjuti perbuatan
hukum berupa transaksi akad ijarah yaitu jasa penitipan barang emas kepada Pegadaian Syariah
dengan membebani pihak penyewa atau penguasa dari barang emas (marhun) biaya penyewaan
tempat. Secara lengkap isi akad ijarah sebagai berikut :

Kami yang bertandatangan pada Surat Bukti Rahn (SBR) ini, yakni Mua jjir (pemberi sewa)
dalam hal ini PT.Pegadaian (Persero) dan Musta jir (penyewa atau kuasa dari marhun), sepakat
membuat akad ijarah sebagai berikut:

1.

2.

Musta ’jir menyewa tempat penyimpanan gudang milik Mua ’jjir untuk menyimpan marhun
milik musta jir.

Musta’jir tunduk dan mengikuti segala peraturan yang berlaku di Mua jjir dan setuju
dikenakan ujrah (sewa penyimpanan) dengan ketentuan tarif ujrah yang berlaku di Mua jjir
atau sebesar yang tercantum di nota transaksi (struk).

Tarif ujrah per 10 (sepuluh) hari, untuk satu hari sampai dengan sepuluh hari dihitung sama
dengan sepuluh hari.

Permintaan penundaan lelang dari Musta jir dapat diberikan tambahan hari penundaan
lelang sesuai ketentuan pada Mua jjir dan dikenakan ujrah sesuai akad ijarah dan ketentuan
yang berlaku di Mua ’jjir atau sebesar yang tercantum dalam nota transaksi (struk).

Mua jjir akan memberikan ganti kerugian apabila Marhun yang berada dalam penguasaan
Mua jjir mengalami kerusakan atau hilang yang disebabkan oleh suatu bencana alam (Force
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Majeur) yang ditetapkan pemerintah. Ganti rugi diberikan setelah diperhitungkan dengan

ujrah, sesuai ketentuan penggantian yang berlaku di Mua ’jjir.

Apabila Musta jir meninggal dan terdapat hak dan kewajiban terhadap Mua jjir ataupun

sebaliknya, maka hak dan kewajiban tersebut jatuh kepada ahli waris Musta’jir sesuali

dengan ketentuan waris dalam Hukum Republik Indonesia.

Terhadap transaksi ulang Rahn, minta tambah Marhun Bih, mengangsur Marhun Bih,

penundaan lelang, dan pelunasan dikenakan ujrah yang besarnya sesuai dengan ketentuan

yang berlaku di Mua ’jjir atau sebesar yang tercantum dalam Nota Transaksi (struk).

Dari penjualan Marhun, maka:

a. Jika terdapat uang kelebihan setelah dikurangi ujrah adalah milik Musta jir. Jangka
waktu pengembalian uang kelebihan adalah selama satu tahun sejak tanggal penjualan,
dan jika lewat waktu dari yang ditentukan, Musta jir menyatakan sebagai sedekah yang
pelaksanaannya diserahkan kepada Mua Jjir.

b. Jika tidak mencukupi untuk melunasi kewajiban Musta jir berupa ujrah maka Musta jir
wajib membayar kekurangan tersebut.

Apabila terjadi perselisihan dikemudian hari akan diselesaikan secara musyawarah untuk

mufakat dan apabila tidak tercapai kesepakatan akan diselesaikan melalui Pengadilan

Agama setempat.

Demikian Akad ljarah ini berlaku dan Mua Jjjir dengan Musta jir sejak Surat Bukti Rahn (SBR)
ini ditandatangani oleh kedua belah pihak pada kolom yang tersedia.

KESIMPULAN

Gadai memiliki dasar hukum yang sah baik dari perspektif Hukum Negara (Kitab Undang-
Undang Hukum Perdata), Agama Islam (Al-Qur’an dan Al-Hadits) dan didukung oleh Fatwa
Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (Fatwa MUI) dimana MUI sendiri
merupakan lembaga yang mewadahi para ulama, zu’ama, dan cendikiawan Islam di Indonesia
untuk membimbing, membina dan mengayomi kaum muslimin di seluruh Indonesia.

1.

Syarat dan prosedur pegadaian syariah dengan akad Rahn haruslah diikuti dengan akad
ljarah sebagai akad jasa penitipian barang emas. Syarat dan prosedur yang diterapkan oleh
Pegadaian Syariah dalam melayani masyarakat tidak rumit dan berbelit-belit, cenderung
sangat mudah, ringan dan berbiaya rendah sehingga memungkinkannya untuk dapat menjadi
alternatif pembiayaan non bank bagi masyarakat Indonesia.

Hak dan kewajiban baik penerima gadai (murtahin) maupun pemberi gadai (rahin) diatur
dengan baik dan secara tertulis melalui Akad Rahn dan Akad ljarah, yang isinya ditetapkan
sesuai dengan dasar-dasar hukum gadai yang telah ada dari perspektif hukum negara, agama
dan juga Fatwa Dewan Syariah Nasional (DSN) Majelis Ulama Indonesia (MUI).
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